
 

 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 2011 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007  

TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA 
ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19P/Hum/2007 
menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2007 tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai 
Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi; 

b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pencabutan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 Tentang 
Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor 
Minyak Bumi Dan Gas Bumi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4438); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan 
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.916); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penegasan Batas Daerah; 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG 
PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA 
ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI. 
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Pasal 1 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah 
Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku . 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 2 November 2011 
 MENTERI DALAM NEGERI 

          REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 GAMAWAN FAUZI 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  2 November 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
  
 
AMIR SYAMSUDDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 689 
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